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ABSTRAK 
Banyaknya anggota legislatif terpilih yang belum dilantik diusulkan untuk 

mencalonkan diri  dalam pemilihan kepala daerah dari periode ke periode namun 
belum ada peraturan perudang undangan yang khusus mengatur tentang hal ini. hal 
ini merupakan permasalahan yang cukup serius karena dikhawatirkan untuk oknum 
tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang dalam upayanya dalam pencalonan 
kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mennganalisis pelaksanaan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 serta mengetahui akibat hukum 
yang terjadi apabila seorang anggota legislatif terpilih yang belum dilantik maju 
atau diusulkan dalam pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan 
adalah normatif berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin 
hukum, serta putusan pengadilan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang 
berlaku.  

Pelaksanaan putusan mengalami berbagai perdebatan sehingga ditindak 
lanjuti oleh KPU dengan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2024. Anggota legislatif terpilih yang belum dilantik yang diusulkan untuk 
mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dilarang dengan adanya 
peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024, yang mana peraturan 
tersebut adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-
XXII/2024. Maka  anggota tersebut wajib mengundurkan diri dan mengajukan surat 
pengunduran diri dari partai politik yang bersangkutan, surat tersebut tidak dapat 
ditarik kembali apabila hendak pelantikan atau apapun itu. Anggota legislatif aktif 
yang diusulkan untuk mencalonkan diri harus melepaskan jabatannya sesuai UU 
nomor 10 tahun 2016 . 

Calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik berdasarkan PKPU 
Nomor 8 tahun 2024 diwajibkan mengundurkan diri jika ingin maju dalam pilkada 
dengan menyerahkan surat pengunduran diri saat pendaftaran pasangan calon. 
Apabila calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik tidak menyerahkan 
surat pengunduran diri dari partai politik yang mendukungnya maka pencalonan 
nya dianggap dianulir atau tidak sah. 
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